
BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR h tehur po1?

TENTANG

BESARAN UANG PERSEDIAAN DAN MEKANISME GANTI UANG

ORGANISASI PEMNGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

1.

b.

c.

BUPATI KATINGAN,

bahwa sesuai Ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2ao6 tentang Pedoman
pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
den[an peraftrran Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2O1I tentang Perubatran Kedua atas Perattrral Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tatrun 2AA6 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daelah perlu
*"nlt*pk rt Besaran Uang Persediaan (UP) dan Ganti
Uang Persediaan {GUP);

batrwa untuk penerbitan dan pengajuan Surat
permintaan Pembayaran uang Persediaan (sPP-uP) dan
surat Permintaan Pembayaran Ganti uang Persediaan
(spP-GUP) dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
belanja Daerah Tahun Anggaran 2ALT harus sesuai

dengan kaidah-kaidah Pengelolaan Keuangan Daerah;

bahwa Peraturan Bupati Katingan Nomor 3O Tahun 2AL6
tentang Besaran Uang Persediaan, Mekanisme Ganti
Uang ?an Tambahan Uang Satuan Kerja Perangkat
naeiah di LingkLmgan Pemerintah Kabupaten Katingan
sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan,
dikarenakan pagu anggaran organisasi Perangkat Daerah
yang diusulkan setiap tahun nilai yang ditetapkan
L"rteA* unhrk setiap Organisasi Perangkat Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, hul.Lf b, dan huruf c di atas
perlu ditetapkan dengan Perahrran Bupati Katingcn;

UndangUndang Nomor 5 Tahun 2OA2 tentang
pembentukan l(abupaten Katingan, Kabupaten sentyan,
Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten
Gunrrng Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten

Muruni Raya dan Xabupaten Barito Timur di Provinsi
Kalimaitan Tengah (6mbaran Negara Republik Indonesia

d.

Mengingat :
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Tahun 2AA2 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 418O);

2. Undang-Undang Nomor I Tahun 2AO4 kntang
perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2ao4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Rrsat dan

Pemerintahan Daerih (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2oo4 Nomor L26, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 44381;

4. Undang-Undang Nomor L2 Tahun ?OLL tentang

Pembeitukal Piraturan Perundang-Undangan (Lembaran

NegaraRepubliklndonesiaTahr.rrrzatLNomorS2,
tamuarran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

523a \
5. Undang-undang Nomor t7 Tahun 2013 tentang

lCeuanian Neg;a (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tatrun 2003 
-Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3961);

6.Undang.UndangNomor2STahun2aL4tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2ol4 Nomor 244, Tarrtbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

tedh diubah beberapa kali terakhir, dengan U1da18-

undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua.

Atas undang-undang Nomor 23 Tatrun aa,4 tentang
pemerintahai Daerih (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang
Pengelolaan Keuangan Daeratr (Iembaran Negara

nepilfm Indonesia fafrun 2005 Nomor 140, Tambahan

LembaranNegaraRepubliklndonesiaNomoraSTS|;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2oo7 tentang

Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kab.upaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2oo7 Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4737 l;

g. Perahrran Daerah Kabupateu Katingan Nomor 1 Tahun
2OAg tentang Pokok'Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

{Lembaran baerah Kabupaten Katingan Tahun 2AAg

Nomor L);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun
2AL6 kntang Pembentukan dan susunan Perangkat
Daerah Kaf,upaten Katingan {6mbaran Daerah

Kabupaten Katingan Tahun 2aL6 Nomor 65, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 35);
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Menetapkan

11. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1OO Tahun

2OL6 tentang Anggaran- Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun ensgaran 2A77 {Lembaran Daerah Kabupaten

Katingan Tahun 28L6 Nomor 66)

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2oa6
tentang Pedoman Pengelolaan K99*g11- laerah
sebagalmana telah diubah beberapa kali terakhir, deagan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2o11

tentang Pembahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
L6I2/PM,iK.O5./2OL3 tentang Kedudukan dan
Tanggungiawab Bendahara pada satuan Kerja Pengelola

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

14. Peraturan Bupati Katingan Nomor 10 Tahun 2aL6
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggara:r 2017 fBerita Daerah Kabupaten
Katingan Tahun 2A16 Nomor 344)'

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG BESARAN UANG

PERSEDIAAN DAN MEKANISME GANTI UANG ORGANISASI

PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2Afi

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal L

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah BuPati Katingan'

2. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah

peiangkat daerafr pada p"*".it t"f, daerah selaku pengguna anggaran I
pengguna barang.

3. Uang Persediaan yarlg selar{utnya -disingkat 
UP adalah uang muka kerja

deng'an jumlah tCrtenar yang bersiflat pengisian kembali (reuoluingl l*ng
diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan

operasional Lottor sehari-hari- yang tidak dapat dilakukan dengan

pembayaran langsung.

4. Surat permintaan pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat
Spp-Up adalah dokqmen yang dieiuaan oleh bendahara lrengeluaran untuk
permintaan uang muka te4a yang bersifat-pengisian kembali (reuoluingl yang

iia* dapat dilakukan dengan pembayaran langsung'

5. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan yang sglanjufnYa- 
disingkat SPP-GU adalatr dokumen yang di4jukan oleh bendahara

prrrgJl.rrr*r, untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat

dilakukan dengan pembayaran langsung'

6. Surat permintaan pembayaran Tambahan uang Persediaan yang selanjutnya

disingkat SPP-TU aaatafr dokumen yang diajukan oleh bendahara

prr,gJlrrrgl unhrk permintaan tambahan uang persediaan guna
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melaksanakan kegiatan di organisasi Perangkat Daerah (.oPD) yanq bersifat

mendesak dan tid-ak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang

persediaan tidak mencukuPi.

7. Pembayaran Langsung yang selanjutnya. disebut Pembayaran LS adalah

pembayaran gaji maup-un lembayaran kepadS ryh* $"tie" atas dasar

F"rjurjia" roi*at reriasama "t"u Surat Perintah Kerja lainnya dengan

jumlah, penerima, peruntukkan dan walchr pembayaran yang telah

disepakati.

BAB II
MEKANISME UANG PERSEDIAAN

Pasal 2

(u uP belum membebani anggaran dan bersifat imprest {und (berjumlah selalu

tetap) Pada setiaP Periode'

tzl up dapat digunakan untuk segala jenis belanja dari kegiatan yang
\ -' 

ditetapkan 
"oir.rt 

dibayar dengan mekanisme uang persediaan'

(a) Kepara opD menerbitkan spp-up dan spM-up berdasarkan DPA-oPD atas

permintaan bendahara pengeluaran'

(4) Berda.sarkan srrrat Perintah Membayar {sPM} - U1Irg Persediaan dimaksud'

Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan surat Perintah Pencairan

Dana (Sp2Di unfirk rekening bendahara pengeluaran yang bersanghmtan'

{5} Penggunaan uang Persediaan (uP} menjadi tanggungiawab bendahara

pengeluaran.

(6) Bendahara pengeluaran melakukan pengisian kembali uang Persediaan (uP)

setelah UJt Fersediaan tUP) airnarcua digunakan {reualuingl sepanjang

masih tersedia dana dalam DPA-OPD'

t4t Bagr bendahara pengeluaran yang. dibantu oleh beberapa bendahara

p"ngeluaran p"*Umt rI dahm *lrrga3rrt"., SPP-UP diwajibkan melampirkan

daftar rincian yang menyatakan jumlah uang yang dikelola oleh masing-

masing bendahara pengeluaran pembanhr'

(g) Dalam rangka pengisian kas masing-masing oPD paqa as/al tahun anggaran,

bendaharab""g"f;rr*" dan/atau bendahara pengeluaran pembant, 
-dapat

mengqjukan f,enerbitan SPP-UP kepada pengguna anggaran/hrasa
penggun" Lgi"t"" melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan organisasi

fetangkat Daerah masing-rnasing'

t9) SPP-UP diajukan hanya pada awal tahun anggaran'

{1O} Uang Persediaan (UP} tidak dapat digunakan untuk membiayai belanja-yang

menurut Ketentuan Perundan&rr-Unaangan harus diajukan dengan SPP-LS'

(L 1) Besaran Uang Persediaan (UP) padl 9PD ditenhrkan berdasarkan jumlah
' ' p"g, nelanja"Langsung Oofiunieir Pelaksanaan Anggaran (DPAI OPD setelah

iifirr"rr*i p""mU"yLr"rrlnehlui mekanisme pembayaran langsung (LS).

(12) Uang Persediaan (UP) dapat diberikan setinggi-tingginya LlL2 dari total
' ' belaija Unjsung seteiafr Oilmrangi belanja modal dan belanja baranq q'"

jasa oPD, sehingga diharapkan masing-masing oPD minimal 1 (satu) bulan

sekari dapat mengqiukan Ganti uang Persedian {GUP}.

(13) Bila ada kelebihan atas penggunaan 9grg Persediaan (UP)/Ganti Uang (GU)

di OpD bendahara pengelilaran wajib menyetor feleb-ihan tersebut ke

rekening Kas Daerah sebetum tanggal 31 Desember tahun berkenaan'
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(14) Setoran sisa uang Persedilan (uP) Ganti uang (GU) dimaksud pada ayat (1) 
'

dibukukan p;j"# r"ngelota'Keuangan Daerah sebagai pengembalian UP

Ganti Uang (GU) sesuai rekening yang ditetapkan'

(15) Besaran UP setiap OPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan

BuPati ini.
BAB III

GANTI UANG PERSEDIAAN (GUP}
Pasal 3

(u Pengisian kembali uP melalui mekanisme Ganti uang (GU), diberikan apabila

dana Up G;$ Uang (GU) telah dipertanggungiawabkan dari total UP Ganti

Uang (GU) Yang diterima'

l2l untuk mengurangr germr}taan Tambahan uang Persediaan (TUP), maka

opD daparilerrgl;rt"t, Ganti Uang {GU} lebih dari 1 (satu} kali-dengan

ketentuan da,a tidak melebihi dari Surat Penyediaan Dana (SPD) pada

masing-masing OPD.

{3) Penggantian uP diajukan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaterr"k*tio*; Up.Bidang Perbendaharaan dengan mengajukan SPM-

GU yang dilampirlan S-urat Peiryataan Tanggungi"Y"b^{!:fB) d*, fotocopy

Surat Setoran iajak (SSP) yang dilegalisir oteh Xepala OPD untuk transaksi

yang menurut keLntuan fraruJaiprrrg,rt Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak

Penghasilan.

(4) Pada akhir tahun anggaran Bendahara Pengeluaran diharuskan meng4iukan

SPP-GU Nihil kepada Pengguna AnggaranlKuasa Pengguna Anggaran untuk
menerbitkan SPM-GU Niliil dan *4,*"rt ke Bendahara Umum Daerah

untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Ganti Uang Nihil {SP2D

GU Nihil)

(5) Pembayaran yang dapat dilatmkan oleh bendahara pengeluaran *9P.:i
dana Up/GU tpla" satu rekanan atau pihak ketiga tidak boleh melebihi

dari np.Si.OOO.bOO,- (Lima p.duh Lima Juta Rupiah) kecuali untuk
pembaYaran honor. r'

BAE} ry
MEKANISME PEMBAYARAN LANGSUNG (LS}

PERJALANAN DINAS
Pasal 4

(1) Dalam pengajuan permintaan pembayaran Perjalanan Dinas melalui

mekanism. 
-p"*U"y.r"r, langsung (LS), diharapkan masing-masing OPD

dapat mempirrr"tit*o kelengfapan berka3 pengajrlan- Kelengkapan u"f!1*
tersebut antara lain Surat iLgr*, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)

yang sudah di validasi/ditandatangan, Laporan Perjalanan Dinas, Rencana

irrg[*r* Biry" (RAB) dan tidak diperkenankan mengunakanlmelampirkan
Surat fernyafian Riil tetapi melampirkan bukti pendukung di lapangan.

tzl Apabila oPD tidak dapat memenuhi Persyaratan seperti ayat {L} terse'but,

maka permintaan pengajuan p.mbayarrn Perjalanan Dinas melalui

mekanismeL,stidakdapatdiprosestebihlanjut.

BAB V
TAMBAHAN UANG {TU} UANG PERSEDIAAN

Pasal 5

(U Masing-masing opD di Lingkungan Kabupaten Katingan agar lebih selektif

datam p"rrg"rrldirn pengel[laan keuangan dan diharapkan untuk kegiatan
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(3)

rutin yang dilaksanakan setiap tahun gapat memaksimalkan penggLulaan

dana melalui mekanisme Ganti Uang Persediaan (GUP) dan Pembayaran

Langsung (LS).

(2) Ketenhran dalam mengajukan Tambahan uang (TU) diatur sebagai berikut :

a. unhrk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak/tidak dapat

ditunda;
b. Dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang akan dilaksanakan'

bukan untuk membiayai kegiatan yang sudah berjalan lebih dari 1 (satu)

minggu;
c. Digunakan paling lama 1 {satu) bulan sejak tanqgal Surat Perintah

Pencairan Dana diterbitkan;

d. Apabila tidak habis digunakan dalam I {sat[r) brrlSt, maka sisa dana

ying ada pada bendatrara pengelua.ran harus disetorkan ke rekening kas

umum aaerah selambat-tamUatnya 6 (enam) hari setelah kegiatan selesai

dilaksanakan;

e. Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud huruf c sisa

Tambahan ti.t S 1fil; Uelum disetorkan ke rekening kas armum daerah'

*.t 
" 

permintaah'GU selanjutnya tidak dapat diproses SP2D-nya;

f. Permintaan Tambahan uang Persediaan (TUP) dilakukan untuk
pembayaran dengan pertimbangan bahwa kegiatan yang dilaksanakan
ir"ny" 

-f 
(satg) 1;[fi ain bukan mempakan kegiatan yang sifatnya rutin

ditaimkan setiap tahun (kegratan rutin tahunan)'

Kriteria kebutuhan yang sangat mendesak sebagaimana dimaksud dalam

ayat 2 huruf (a) Yaitu :

a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan
tidak dapat diprediksi sebelumnya;

b. Sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti :

1. Penanggulangan bencana alam;
2. Bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.

c. Digunakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal s]rd Perintah
pencairan b"rr" diterbitkan dan bendahara pengeluaran wajib
mempertanggungiawabkan terhadap realisasi dana sesuai ketentuan
yang berlaku tentang Tambahan Uang (TU)'

Dalam pengajuan permintaan Tambahan Uang (TU), bendahara pengeluaran

wajib menyamPaikan :

a. Surat pern5rataan yang ditandatangani oleh Pejabat Pena-tausahaan

Keuangan (ffX1, Bendahara Pengeluaran dan mengetahui Pengguna

Angga;n/Kuasa Pengguna Anggaran, Surat pernyataan tersebut

meierangkan posisi saldo kas terakhir dan tanggungiawab penggunaan

dana tidak melewati batas wakhr yang ditenhrkan;

b. Rekening Korart ymtg menunjukan saldo akhir;
c. Surat pernyataan dari OPD tentang penggunaan dana Tarnbahan Uang

Persediaan (fUP);

d. Jadwal Pelaksanaan kegiatan

Dana Tambahan Uang (TU) yang sudah dipertanggungiawabkan, OPD wajib
menyampaikan SuraipbrmAtaan Pembayaran I Surat Perintah Membayar

Tambahan Uang Nihil untuk diproses lebih lanjut dan diterbitkan Surat
Perintah Pencairan Dana (SP2D) TU Nihil' r'

(4)

(5)
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(6) Pengqjuan permintaan Jambahan
Rp.5OO.OOO.OOO,- (Lima Ratus Juta
dari BuPati Katingan.

(71 Batas maksimal jumlah gang tunai yang diperkenankan disimpan pada

brankas b";J"h& pengeluarin sebeiar np. as'ooo'goo,- {tiga guluh lima

juta rupiif.-oJ"*'hi3umtah uang tunai yang disimpan pada brankas

bendahara pengeluaran tersebut, agar dibuat berita acara yang

ditandatangJi ;"h Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penatausahaan

Keuangan (PPK).

BAB VI
KETENTUAN LAIN

Pasal 6

(u organisasi Perangkat Daerah (oPD) diwajibkan menyampaikan Laporan

pertanggungiawab;n (SPJ) dengan tepat waktu setiap bulan paling lambat

tanegal 1O bulan berikutnYa;

{21 Laporan Pertanggungiawaban sebagaimana tersebut di atas disampaikan

juga ke Bidang Akuntansi Badan 
-Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Katingan, apabila tidak disampaikan secara. tepat waktu ry*'
penyaluran C""tf U"rg (GU) dan Tambahan Uang (TU) selanjutnya tidak

dapat disalurkan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ,Katingan ini maka Peraturan Bupati

Katingan Nomor so 
"Tahu n 2oL6 tentang Besaran uang persediaan, Mekanisme

Ganti Uang dan Tambahan Uang Satuan-Kerj-1 Perangkat D1e1ah di Lingkungan
pemerkrtah Kabupaten Katingan?icabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi'

Pasal 8

peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 
l

Agar setiap tr"rg mengetahuinya-, memerintahkan pengundangan Peraturan

Birpati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan'

Uang Persediaan (TUP) lebih dari
Rupiahl harus mendapat persetujuan

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 4 Januari 2Ol7

di Kasongan
pada tan Y, 4 .Ienuartr Z?ry

S DAERAH KABUPATEN KATINGAN,S

NIKOD US
BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2OtT NOMOR 3t+9
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I,AMPIRAN PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR
TENTANG

64 tahun 2o1f
FpnatUNAW BUPATI KATTNGAN BESARAN UANG PERSEDIAAN DAN

MEKANISME GANTI UANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2017

TABEL
PERHITUNGAN UANG PERSEDIAAN

oRGANlsASl pERANGIGT DAERAH (OpD)
TAHUN ANGGAR/AN 2OI7

TO ONGAXEAST PERAIIGf,AT DAENAH IOPD} PAGU BEI.IUA LATIGST'ilG

CANA 
'EMEAYANAN

ls lr GI'.I'P
XET.lEl lPentdarrtl

7 2 3 4 5 6 7 a

1 DirrcPendidikan 44.745.107.414,@ 39.625.794,875m 5.X18.312.56100 42A526-M6,92 'l26.50cfln00
12 bulan

2 Dinas Kesehatqn 54.5O4.1119.750,00 27.98?.*7.415,N 26.521.812.335,00 L2LO.L51.O27,92 2210.1rX10(xl,00 12 bulan

3
Dinas Pekerjaaa Umua, Peoataafl Rueg &
Perhubuagao

37s.092.398.000,00 370.898.!m.000,00 4.194.258.000,00 3it!t.521.500,00 3r9.yn(mpo 12 bulan

4
Dioas Pcrumehm, Kawasn Pemukim
ilan Pertanahaa

312503!nfi'o,m 27.654410.q)O{x) 3.s93.9qr.(m,c, 2994S33t33 zr9rs.dr0 12 bulan

5
Badan Perencaaqnr Pembmgune,
Penclitian dan Peagembangan

7.679.ffi.22r,6 1354.60am0.00 5.7il.9,J722LoJ rt80.4(&935,17 aqxnxm,oo 12 bulan

6
Dinas Komunikasi, Informatika, Persedian
,an Statisik

2.fi7,48,6.ffi,@ 1.4m.552.qr,00 1.1!16.934.0@,@ 99.744.500,@ 99.rm.000,m 12 bulan

7 DinasLirghmgan Hidup 2.155.7r6.000,m 382-000.000,m t.1r4.776.OW,OO 147.898.000,OO rsoffD,@Jo 12 bdan

8 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3.510.16[m0,00 1.027.312.{x)0.00 2.482.8s2.000,00 2ffi.904.333.33 an.0(xr.m,00 12 bulan

9

Dinas Pemberdayaaa Pere&puarl,
Pertiodungan Anak Pengeadalian Penduduk
daa KB

4470417.1(}3,m L6Ur.68A250,m 2.8s1-1:}s.853,00 B?5*.65/.,42 8r.5qlm,lp 12 bdan

10 Diaas llansmigrasi dfrr Tblraga Kerja 1.566.02&758,00 316.924.000,00 L349.104.758,00 122:645.8,d7,@ xEL64s.oono 11 bulan

11
Dhas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan
Olahroa

5.492.35&000,m 3,346.1X.2.(nO,00 2.145.246.(nO,@ 178.853.833,3 178Am.m,oo 12 bulan

t2 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 3.049.ir41.23100 1.177.547.000,00 1.871.89423L00 155.991.185,92 155.950.00q,00 t2 bulan

ljl Kantor Saaran Polisi Pamoog Prqia 7.O57.395.0m,OO 5.35&735.(p,m 1.588.660"Om,m 74o..7LLffi,67 Itlo.70.mro 12 hdan

L4 leketariat Daerah 8.76t2!6.22L& 2097L14L5/7,W 2.7.799.514.675,M 2.3Ls.792-A9,62 95i0.0m.UnOO 12 bulan

15 teliletariat DPRD 8.495.767.lm,(n 1.83&934(m,00 5.66&t[lm,m 55t1 735.925,00 55[735.00In 12 bulan

L6 ]adan Pengelola Keumgm dan Aset Dxreh 6^234As7.8m,00 3.651l014.(mp0 2selail3-6m,m 215.Orc9n00 215.rroJrp,rD 12 hian

t7 nspekorat Daerah 2.114.614mO,00 350.$0.110o,0o 1.763.E16.0m,m 1ir5.984.666,6'' !r6.s{ql,po 12 bulan

18
3adan Kepegawaian, Peadidikan dan
ralqtihoa 2.988.703.07100 7r4.s56.(xn(x) ?.24/.147.O75fi LA7'ot2.Zfi,25 $7.m.tm,m 12 bulan

l9
)iaas Penanamatr Modal dan Pelayanan
terpadu Satr Pinur

2.171.689.510,m 1.050.185.mO,00 1.12X.5O3.51000 93.45E.625,83 9:1450.0m,(l(l 12 bulan

2A (eceatan Kdiagm Kuala *7.441.W,N 202.568.(DO,00 644575,044,0 5t79r.582fl) taT3r.mrpo 12 hran

2t ikcanatan Kmipang 62t540.320,00 243.560.3m,00 379gmrm,m 3L66s.(m,00 3l.qxlm,o 12 hdan

2:t lecafi atan Tasik Payawan 6'18.635-12(),m 230756.m0,00 4/'7.479.tm,W 37323.250,q) 373a3rmpo 12 bulan

71 (ecmatarl Katingen Hilir 1.630.7r8.049m 638.310.500,00 992.417.549,OO 82.76,129,08 82"mELqt0,00 12 bulan

24 lecaradan Tbwarxg Sanggalang Garirg &2.390.1iU,O0 271.216.5m,00 531-173.522,00 44.264.458,50 4tuDo.{m,00 12 bulan

25 (ecamatan Pulau Malan 723203.3!r5m 71.465,000,00 651.737.395,@ 54.311.449,58 54.i!00.qll,00 12 bulan

25 (ecamatan Katingan Tengah L128358.950,00 29&18s.200,00 8:10"683.7s0,00 692Ut.54533 @rut.ur,0 12 bulan

27 (clm4td Sanamm Mantikei flI&9!)2.0(x1,o0 7&925.m0,m 7:to.o6irtm,fi, 8033&916,6-' 6o'8ao.ofllp0 u bulan

28 KecmdeMtrikit 584-A5.Us,S 1O9.620.(m@ 575.215.125,q' 4193,,593,75 4r.gt+mpo 12 bulan

29 Kecamatan Katinge Hulu 7tril.3793la00 8Lt95.(m,00 66a$4312,00 55.18aO26,00 55.$2rrll,00 12 hrlan

30 Kccaaatan M€ada$ai 851.846.m0,m 123.152.910,00 7t8.713.o*,fi fi.726.g}0,83 6{trco(m,m 12 bulan

31 (ccamatan Bukit Raya 736.759.103,00 90.854.mO,00 645.895.103,00 53.824.59L92 53r2a.tm,fil 12 bulan

32 (ecaoatan Petak Margi 888.304.450,00 379.280.mO,00 5{X'.O24.4s0,@ 42.4t8.1{J4.,D tn"{o.qn00 12 bulan

33 Dinas Pembcrdayaan Maryarakat dan Desa 5.014424(b4,m 57r.05100,fi) 4.437.374.064q) 3@.78L172,0 rrummpo 12 bulan

34 Dinas Pertmian, Pao'g@ dalo Perikma 25.159.470.204,m 21.162040.073,00 3.997.4it0.13r"m E!3rrlL1r/F8 :x}3'mr.tmp 12 bdan

35 Dinas Sosial 2.718.508.216m 1.3O3.gX.UDpO 1.414.7(x216,00 1Z&W.474,L4 xt&6rxr.lmpo 11 bdan

36
Dinas Koperasi, Usaha Kccil Mcnengalr,
Perdagansm dan Perindusian

7.L2r.552.84,@ 3.282.728.500,00 3.838,823.794,OO 319.901.982,&l 319.9@.m0,S 12 bulan

s7 Badan Penanggulangan Belcana 1.9!r7.293.s00,00 958.515.500,00 1.028.2&000,00 85.731.500,m 85.7m.000,m 12 tulan

fotal Bclar{a Latgnnl 667.afJfr.175277,44

Pubeyeraa dcogrl LE s41.450.670.590.OO

Peobayeraa dengu lll 125.758.504.687,44

Bcrarn GU-Ilt 9.129.1q).@O.OO

H. AHMAD YANTENGLIE

www.jdih.katingankab.go.id


